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 Abstrak. Perkembangan ekonomi digital berbasis Artificial 

Intelligence (AI) telah menghadirkan transformasi besar dalam pola 

hubungan hukum antara platform digital dan konsumen. 

Pemanfaatan teknologi AI dalam sistem rekomendasi, layanan 

otomatis, pemrosesan data, dan pengambilan keputusan berbasis 

algoritma memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi sekaligus 

menimbulkan risiko kerugian akibat kesalahan sistem, 

ketidaktransparanan algoritma, maupun kegagalan layanan digital. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab 

perdata platform digital terhadap kerugian konsumen dalam 

ekosistem ekonomi berbasis AI serta merumuskan model 

perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian 

hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan 

komparatif terhadap prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata, 

perlindungan konsumen, serta perkembangan regulasi teknologi 

digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tanggung 

jawab perdata terhadap platform digital masih menghadapi 

persoalan terkait pembuktian kesalahan, posisi tawar konsumen, 

dan keterbatasan transparansi algoritma AI. Prinsip fault liability 

dalam hukum perdata konvensional belum sepenuhnya mampu 

menjangkau karakteristik risiko teknologi yang bersifat kompleks 

dan otonom. Diperlukan rekonstruksi konsep tanggung jawab 

berbasis risk-based liability yang menempatkan platform digital 

sebagai pihak yang memiliki kewajiban preventif, transparansi 

sistem, dan pemulihan kerugian konsumen. Penelitian ini 

berkontribusi terhadap pengembangan hukum perdata digital 

Indonesia melalui formulasi perlindungan konsumen yang adaptif 

terhadap perkembangan teknologi AI. 

 

Abstract. The rapid development of Artificial Intelligence (AI)-based 

digital economies has significantly transformed the legal relationship 

between digital platforms and consumers. The utilization of AI 

technologies in recommendation systems, automated services, data 

processing, and algorithmic decision-making provides substantial 
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benefits for consumers; however, it also creates potential risks of harm 

arising from system errors, algorithmic opacity, and failures in 

digital services. This study aims to examine the construction of civil 

liability of digital platforms for consumer losses within AI-driven 

economic ecosystems and to formulate a legal protection model that 

promotes justice and legal certainty. This research employs a 

normative juridical method using statutory, conceptual, and 

comparative approaches to analyze civil liability principles, consumer 

protection frameworks, and emerging digital technology regulations. 

The findings reveal that the existing civil liability mechanisms for 

digital platforms face significant challenges, particularly regarding 

the determination of fault, consumer bargaining inequality, and 

limited transparency of AI-based decision-making processes. The 

conventional fault-based liability principle under civil law remains 

insufficient to address the complex and autonomous risks generated 

by AI technologies. Therefore, this study proposes a reconstruction of 

civil liability based on a risk-based liability approach, positioning 

digital platforms as entities with preventive obligations, algorithmic 

transparency responsibilities, and duties to provide effective 

consumer redress mechanisms. This research contributes to the 

advancement of Indonesian digital civil law by offering an adaptive 

consumer protection framework capable of responding to 

technological developments in the AI era. 

 

A. PENDAHULUAN 

Transformasi ekonomi digital telah membawa perubahan fundamental 

terhadap pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. 

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor 

ekonomi digital, seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan, 

transportasi daring, dan platform berbasis aplikasi, telah menciptakan 

mekanisme transaksi yang semakin cepat, efisien, dan berbasis data. Platform 

digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi telah 

berkembang menjadi aktor ekonomi yang memiliki kemampuan mengelola, 

memprediksi, dan memengaruhi perilaku konsumen melalui sistem algoritma. 

Perubahan tersebut menghadirkan konsekuensi hukum baru, khususnya 

terkait perlindungan hak konsumen ketika teknologi AI menyebabkan 

kerugian dalam hubungan transaksi digital. (Audiawati, 2026) 

Pemanfaatan AI pada platform digital memberikan berbagai kemudahan 

melalui otomatisasi layanan, personalisasi rekomendasi produk, analisis 

preferensi konsumen, serta pengambilan keputusan berbasis algoritma. 

Namun, di balik manfaat tersebut terdapat potensi risiko hukum yang semakin 

kompleks. Konsumen dapat mengalami kerugian akibat kesalahan sistem 
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algoritmik, informasi produk yang tidak akurat, manipulasi preferensi melalui 

algorithmic recommendation, kegagalan layanan otomatis, hingga penggunaan 

data pribadi tanpa pengendalian yang memadai. Karakteristik teknologi AI 

yang bersifat kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna menciptakan 

ketidakseimbangan posisi antara platform digital sebagai pengendali teknologi 

dengan konsumen sebagai pihak pengguna layanan. (Amelia, 2026) 

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara platform digital dan 

konsumen pada dasarnya melahirkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban 

hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Prinsip tanggung 

jawab perdata selama ini banyak bertumpu pada konsep kesalahan (fault 

liability) sebagaimana berkembang dalam sistem hukum perdata klasik. 

Melalui prinsip tersebut, pihak yang mengalami kerugian harus membuktikan 

adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, hubungan sebab akibat, 

serta kerugian yang ditimbulkan. Namun, karakteristik AI yang bekerja 

melalui proses algoritmik dan pengambilan keputusan otomatis menyebabkan 

mekanisme pembuktian kesalahan menjadi semakin sulit diterapkan secara 

efektif dalam kasus kerugian konsumen digital. (Hafidz et al., 2025) 

Problematika tersebut menunjukkan adanya keterbatasan paradigma 

hukum perdata konvensional dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. 

Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah karena 

tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai mekanisme algoritma, 

sistem keamanan, maupun proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

platform digital. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi 

(information asymmetry) antara platform dan konsumen. Apabila sistem AI 

menghasilkan keputusan yang merugikan konsumen, pertanyaan hukum yang 

muncul adalah sejauh mana platform digital dapat dimintai 

pertanggungjawaban perdata atas tindakan sistem teknologi yang mereka 

gunakan dan kendalikan.  

Beberapa regulasi di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan 

terhadap konsumen digital, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

regulasi transaksi elektronik, serta ketentuan mengenai perlindungan data 
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pribadi. Namun, ketentuan tersebut belum secara komprehensif mengatur 

karakteristik khusus tanggung jawab platform digital dalam penggunaan 

teknologi AI. Regulasi yang ada masih cenderung menempatkan hubungan 

hukum berdasarkan model transaksi konvensional, sementara ekonomi 

berbasis AI menghadirkan bentuk risiko baru yang bersifat prediktif, otomatis, 

dan tidak selalu melibatkan tindakan manusia secara langsung. Oleh karena 

itu, diperlukan kajian hukum yang mampu menjembatani perkembangan 

teknologi dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata. (Bachtiar & 

Chairunnisa, 2024) 

Kajian mengenai tanggung jawab perdata platform digital dalam 

ekonomi berbasis AI menjadi penting karena berkaitan dengan upaya 

membangun sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan 

teknologi. Pendekatan tanggung jawab berbasis risiko (risk-based liability) 

dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan konstruksi hukum baru yang 

lebih sesuai dengan karakteristik AI. Melalui pendekatan tersebut, platform 

digital sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi, mengendalikan 

sistem teknologi, dan memiliki kapasitas mitigasi risiko dapat diberikan 

kewajiban hukum yang lebih proporsional untuk mencegah serta memulihkan 

kerugian konsumen. Rekonstruksi konsep tanggung jawab ini menjadi bagian 

penting dalam menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan 

perlindungan hak masyarakat. (Kholik et al., 2026) 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan 

menganalisis konstruksi tanggung jawab perdata platform digital terhadap 

kerugian konsumen dalam ekonomi berbasis Artificial Intelligence serta 

merumuskan model perlindungan hukum yang sesuai dengan perkembangan 

teknologi kontemporer. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

teoritis terhadap pengembangan hukum perdata digital, khususnya dalam 

memperluas konsep tanggung jawab hukum pada era AI. Selain itu, penelitian 

ini juga memiliki implikasi praktis bagi pembentuk regulasi, pelaku industri 

digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang 
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transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan 

konsumen. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

(normative juridical research) yang bertujuan menganalisis konstruksi 

tanggung jawab perdata platform digital terhadap kerugian konsumen dalam 

ekosistem ekonomi berbasis Artificial Intelligence (AI). Pendekatan normatif 

dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, 

prinsip-prinsip hukum perdata, regulasi perlindungan konsumen, serta 

perkembangan konsep tanggung jawab hukum dalam menghadapi 

transformasi teknologi digital. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan 

hukum positif, tetapi juga melakukan rekonstruksi konseptual terhadap model 

pertanggungjawaban yang relevan dengan karakteristik risiko teknologi AI. 

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), 

dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan 

dengan hukum perdata, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan 

tata kelola teknologi digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk 

mengkaji teori tanggung jawab perdata, prinsip perlindungan konsumen, asas 

keseimbangan, serta konsep risk-based liability dalam konteks penggunaan AI. 

Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan dengan membandingkan 

perkembangan regulasi dan praktik hukum di beberapa yurisdiksi yang telah 

mengembangkan mekanisme tanggung jawab platform digital berbasis 

teknologi. 

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan 

terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil 

penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan 

sumber referensi pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui 
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metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum, 

mengidentifikasi kelemahan regulasi yang berlaku, serta merumuskan 

konstruksi hukum baru mengenai tanggung jawab perdata platform digital 

terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan AI. Hasil penelitian 

diarahkan untuk menghasilkan model pertanggungjawaban hukum yang 

adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi 

digital berbasis teknologi kecerdasan buatan. 

 

C.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Konstruksi Hubungan Hukum antara Platform Digital, Artificial 

Intelligence, dan Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata 

Perkembangan ekonomi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) 

telah mengubah karakter hubungan hukum antara pelaku usaha digital dan 

konsumen. Platform digital tidak lagi sekadar berperan sebagai media 

pertemuan antara penjual dan pembeli, tetapi telah menjadi aktor utama 

yang mengendalikan infrastruktur transaksi, sistem pembayaran, 

pengelolaan data, serta mekanisme interaksi konsumen melalui algoritma. 

Dalam konteks hukum perdata, perubahan tersebut melahirkan hubungan 

hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui konstruksi 

hubungan kontraktual konvensional. Platform digital memiliki posisi 

dominan karena menguasai teknologi, informasi, dan sistem pengambilan 

keputusan yang menentukan pengalaman konsumen dalam transaksi 

elektronik. Oleh karena itu, kedudukan platform perlu dipahami sebagai 

subjek hukum yang memiliki kewajiban menjaga keseimbangan hubungan 

hukum dengan konsumen. (Izazi et al., 2024) 

Secara konseptual, hubungan hukum antara platform digital dan 

konsumen terbentuk melalui mekanisme perjanjian elektronik yang 

memiliki karakter berbeda dengan kontrak konvensional. Konsumen 

biasanya menerima ketentuan layanan (terms of service) yang telah disusun 

sepihak oleh penyedia platform tanpa ruang negosiasi yang memadai. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya karakteristik perjanjian baku yang 

berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Dalam 
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perspektif hukum perdata, asas kebebasan berkontrak tidak dapat 

dimaknai secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh prinsip itikad baik, 

kepatutan, dan keadilan. Dengan demikian, platform digital memiliki 

kewajiban untuk memastikan bahwa kontrak elektronik yang digunakan 

tidak menghilangkan hak dasar konsumen. (Prayuti, 2024) 

Penggunaan AI dalam operasional platform digital semakin 

memperluas kompleksitas hubungan hukum tersebut. Sistem AI digunakan 

untuk memberikan rekomendasi produk, menentukan prioritas informasi, 

memproses transaksi otomatis, hingga melakukan analisis perilaku 

konsumen. Namun, AI pada dasarnya bukan merupakan subjek hukum 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri, melainkan 

instrumen teknologi yang berada dalam penguasaan manusia atau badan 

usaha. Oleh sebab itu, tanggung jawab hukum atas dampak penggunaan AI 

tetap melekat pada pihak yang mengembangkan, mengoperasikan, dan 

memperoleh manfaat ekonomi dari teknologi tersebut. Perspektif ini 

menegaskan bahwa platform digital tidak dapat melepaskan tanggung 

jawab dengan alasan bahwa kerugian konsumen semata-mata disebabkan 

oleh keputusan sistem algoritma. (Ramadhan & Lestari, 2025) 

Dalam hubungan perdata, penggunaan AI oleh platform digital 

menciptakan bentuk risiko baru yang berkaitan dengan kesalahan sistem, 

ketidakakuratan data, dan rendahnya transparansi algoritma. Berbeda 

dengan kesalahan manusia yang dapat ditelusuri melalui tindakan 

tertentu, keputusan berbasis AI sering kali berlangsung melalui proses 

komputasi yang kompleks dan sulit dipahami oleh konsumen. Kondisi 

tersebut menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam 

membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan platform dan 

kerugian yang dialami. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum 

yang lebih progresif agar prinsip perlindungan konsumen tidak terhambat 

oleh keterbatasan teknis teknologi AI. 

Konstruksi tanggung jawab perdata dalam ekonomi berbasis AI juga 

harus memperhatikan prinsip penguasaan risiko (risk allocation principle). 
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Platform digital sebagai pihak yang memiliki kemampuan teknologi, 

sumber daya ekonomi, dan kapasitas melakukan pengawasan terhadap 

sistem AI merupakan pihak yang paling memungkinkan untuk mencegah 

terjadinya kerugian. Dalam perspektif hukum modern, pihak yang 

memperoleh manfaat terbesar dari suatu aktivitas teknologi juga memiliki 

kewajiban terbesar untuk mengendalikan risiko yang muncul. Pendekatan 

tersebut sejalan dengan perkembangan hukum teknologi yang mulai 

menggeser orientasi tanggung jawab dari semata-mata berbasis kesalahan 

menuju tanggung jawab berbasis risiko. (Nanda et al., 2025) 

Selain aspek kontraktual, hubungan hukum antara platform digital 

dan konsumen juga memiliki dimensi perbuatan melawan hukum. Ketika 

sistem AI menghasilkan keputusan yang menyebabkan kerugian, seperti 

rekomendasi yang menyesatkan, kegagalan layanan otomatis, atau 

penyalahgunaan data pribadi, konsumen dapat mengalami kerugian baik 

secara materiil maupun immateriil. Dalam kondisi tersebut, platform digital 

memiliki kewajiban hukum untuk menunjukkan bahwa sistem yang 

digunakan telah memenuhi standar keamanan, kehati-hatian, dan 

transparansi. Prinsip tanggung jawab tersebut diperlukan karena 

konsumen tidak memiliki kemampuan teknis untuk melakukan 

pengawasan terhadap algoritma yang bekerja dalam sistem digital. 

Berdasarkan analisis tersebut, konstruksi hubungan hukum antara 

platform digital, AI, dan konsumen menunjukkan bahwa paradigma hukum 

perdata konvensional perlu mengalami penyesuaian. Hubungan hukum 

dalam ekonomi berbasis AI tidak lagi hanya didasarkan pada kesepakatan 

formal antara para pihak, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek 

kontrol teknologi, distribusi risiko, dan perlindungan terhadap pihak yang 

memiliki posisi lebih lemah. Oleh karena itu, platform digital harus 

ditempatkan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif (active 

responsibility) dalam memastikan bahwa penggunaan AI tidak 

menimbulkan kerugian bagi konsumen. Rekonstruksi hubungan hukum 

tersebut menjadi dasar penting dalam membangun sistem hukum perdata 
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digital yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan 

perlindungan konsumen di era transformasi teknologi. 

 

2. Problematika Tanggung Jawab Perdata Platform Digital 

terhadap Kerugian Konsumen akibat Penggunaan Artificial 

Intelligence 

Perkembangan penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam 

platform digital telah menghadirkan bentuk risiko hukum yang berbeda 

dibandingkan dengan transaksi konvensional. Sistem AI bekerja melalui 

mekanisme algoritma, pemrosesan data dalam jumlah besar, serta 

kemampuan menghasilkan keputusan otomatis yang tidak selalu dapat 

diprediksi oleh manusia. Dalam konteks hubungan konsumen, kondisi 

tersebut menimbulkan persoalan ketika keputusan atau rekomendasi yang 

dihasilkan sistem AI menyebabkan kerugian bagi pengguna. Permasalahan 

utama yang muncul adalah menentukan pihak yang memiliki tanggung 

jawab hukum atas kerugian tersebut, mengingat AI bukan merupakan 

subjek hukum yang dapat dibebani kewajiban mengganti kerugian. Oleh 

karena itu, tanggung jawab hukum tetap harus diarahkan kepada platform 

digital sebagai pihak yang mengembangkan, mengendalikan, dan 

memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan teknologi tersebut. 

(Zulfikar et al., 2026) 

Problematika pertama dalam tanggung jawab perdata platform 

digital terletak pada kesulitan membuktikan unsur kesalahan (fault) dalam 

penggunaan teknologi AI. Dalam mekanisme tanggung jawab perdata 

tradisional, pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya tindakan 

melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat, serta kerugian yang 

dialami. Namun, karakteristik AI yang bekerja secara kompleks melalui 

algoritma menyebabkan konsumen sering mengalami kesulitan untuk 

mengetahui sumber kesalahan secara pasti. Konsumen tidak memiliki 

akses terhadap kode pemrograman, sistem pelatihan data, maupun proses 

pengambilan keputusan algoritmik yang digunakan platform. Kondisi ini 
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menciptakan ketidakseimbangan pembuktian antara konsumen sebagai 

pengguna teknologi dan platform sebagai pengendali sistem digital. 

(Saputro et al., 2026) 

Problematika berikutnya berkaitan dengan posisi hukum platform 

digital yang sering kali menempatkan dirinya hanya sebagai penyedia 

infrastruktur atau perantara transaksi. Dalam praktik ekonomi digital, 

platform kerap membatasi tanggung jawab melalui klausula baku dalam 

perjanjian layanan yang menyatakan bahwa kerugian akibat penggunaan 

sistem berada di luar tanggung jawab mereka. Padahal, platform digital 

tidak lagi hanya menyediakan ruang transaksi, tetapi juga melakukan 

pengelolaan data, menentukan mekanisme visibilitas produk, mengatur 

sistem rekomendasi, serta mengendalikan interaksi antara konsumen dan 

pelaku usaha. Oleh sebab itu, mempertahankan posisi platform sebagai 

pihak netral semata tidak lagi relevan dengan realitas ekonomi digital 

berbasis AI. (Audiawati, 2026) 

Selain persoalan kedudukan hukum platform, tantangan lain muncul 

dari keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur tanggung jawab 

perdata akibat penggunaan AI. Regulasi perlindungan konsumen dan 

transaksi elektronik di Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar 

mengenai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar serta 

bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Namun, perkembangan AI 

menghadirkan persoalan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh 

hukum positif, terutama mengenai transparansi algoritma, kewajiban 

melakukan pengawasan sistem otomatis, serta mekanisme pemulihan 

apabila keputusan AI menimbulkan kerugian. Ketiadaan pengaturan 

khusus tersebut menyebabkan adanya ruang interpretasi hukum yang luas 

dan berpotensi melemahkan posisi konsumen dalam memperoleh 

perlindungan hukum. (Rokhim, 2025) 

Problematika tanggung jawab perdata juga berkaitan dengan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas algoritma (algorithmic accountability). 

Konsumen sebagai pengguna layanan digital memiliki hak untuk 



 

Tanggung Jawab Perdata Platform Digital …| Nur Hayati Chaniago, Santi Marito 

Hasibuan 

80 
 

mengetahui bagaimana suatu keputusan otomatis dibuat ketika keputusan 

tersebut berdampak terhadap kepentingan mereka. Misalnya, sistem AI 

yang memberikan rekomendasi produk tertentu, menentukan kelayakan 

layanan, atau memproses transaksi dapat menghasilkan keputusan yang 

tidak sesuai dengan kondisi konsumen. Apabila platform tidak 

menyediakan mekanisme penjelasan dan koreksi terhadap keputusan 

algoritmik tersebut, maka terjadi ketimpangan hubungan hukum yang 

bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Dengan demikian, 

transparansi algoritma harus dipandang sebagai bagian dari kewajiban 

hukum platform digital, bukan hanya sebagai aspek teknis teknologi. 

(Nasrudin et al., 2025) 

Dari perspektif hukum perdata modern, pendekatan tanggung jawab 

berbasis kesalahan (fault-based liability) mulai menunjukkan keterbatasan 

dalam menghadapi risiko teknologi AI. Oleh karena itu, diperlukan 

pergeseran menuju konsep tanggung jawab berbasis risiko (risk-based 

liability) yang menempatkan beban tanggung jawab kepada pihak yang 

memiliki kemampuan terbesar untuk mengendalikan risiko. Platform 

digital memiliki akses terhadap teknologi, data, sumber daya finansial, dan 

kemampuan melakukan mitigasi risiko sehingga secara hukum lebih tepat 

untuk dibebani kewajiban perlindungan. Pendekatan ini tidak berarti 

menghilangkan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual, tetapi 

menciptakan distribusi risiko yang lebih proporsional antara platform dan 

konsumen. (Kholik et al., 2026) 

 

3. Rekonstruksi Model Tanggung Jawab Perdata Berbasis Risiko 

(Risk-Based Liability) dalam Perlindungan Konsumen Digital 

Era Artificial Intelligence 

Rekonstruksi tanggung jawab perdata terhadap platform digital 

dalam ekonomi berbasis Artificial Intelligence (AI) memerlukan perubahan 

paradigma dari pendekatan berbasis kesalahan (fault-based liability) 

menuju pendekatan berbasis risiko (risk-based liability). Pendekatan 
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konvensional yang menempatkan beban pembuktian kesalahan kepada 

konsumen tidak lagi sepenuhnya relevan karena karakteristik AI yang 

bersifat kompleks, otomatis, dan sulit diprediksi. Dalam sistem AI, kerugian 

dapat muncul bukan hanya akibat kelalaian manusia, tetapi juga akibat 

kelemahan desain algoritma, kualitas data pelatihan, maupun kegagalan 

sistem pengawasan. Oleh karena itu, model tanggung jawab yang lebih 

adaptif diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi 

tetap berjalan tanpa mengorbankan perlindungan hak konsumen. 

Pendekatan berbasis risiko telah berkembang dalam berbagai diskursus 

hukum AI karena menempatkan kewajiban hukum berdasarkan tingkat 

risiko yang ditimbulkan oleh sistem teknologi. (Yulia & Sebubakar, 2024) 

Model risk-based liability menempatkan platform digital sebagai 

pihak yang memiliki kewajiban utama untuk mengidentifikasi, 

mengendalikan, dan memitigasi risiko yang muncul dari penggunaan AI. 

Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa platform merupakan pihak 

yang paling memiliki kemampuan (capacity to prevent harm) dalam 

mencegah terjadinya kerugian. Platform menguasai infrastruktur teknologi, 

memiliki akses terhadap data, menentukan desain algoritma, serta 

memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sistem AI (Siregar & 

Rasyid, 2026). Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab kepada 

platform bukan hanya didasarkan pada unsur kesalahan, tetapi juga 

berdasarkan prinsip penguasaan terhadap sumber risiko. Dalam konteks 

hukum perdata modern, pihak yang menciptakan atau mengendalikan 

risiko teknologi harus memiliki kewajiban lebih besar untuk memberikan 

perlindungan terhadap pihak yang terdampak. (Attamimi & Widjangkoro, 

2026) 

Rekonstruksi model tanggung jawab tersebut dapat dilakukan 

melalui penerapan konsep tanggung jawab berlapis (tiered liability) 

berdasarkan tingkat risiko penggunaan AI. Sistem AI dengan tingkat risiko 

tinggi, seperti sistem yang melakukan pengambilan keputusan yang 

berdampak langsung terhadap hak konsumen, dapat dikenakan bentuk 
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tanggung jawab yang lebih ketat (strict liability). Sementara itu, 

penggunaan AI dengan risiko rendah tetap dapat menggunakan pendekatan 

tanggung jawab berbasis kesalahan dengan mempertimbangkan standar 

kehati-hatian yang wajar. Pendekatan diferensiasi risiko ini 

memungkinkan hukum tetap memberikan perlindungan terhadap 

konsumen tanpa menghambat inovasi teknologi digital. Beberapa kajian 

hukum AI juga menunjukkan bahwa model tanggung jawab bertingkat 

dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan perlindungan korban dan 

keberlanjutan inovasi teknologi. (Priyadi et al., 2025) 

Selain perubahan paradigma tanggung jawab, rekonstruksi hukum 

juga perlu memasukkan prinsip transparansi algoritma sebagai kewajiban 

perdata platform digital. Transparansi bukan berarti membuka seluruh 

rahasia teknologi perusahaan, tetapi memberikan informasi yang memadai 

kepada konsumen mengenai bagaimana sistem AI memengaruhi keputusan 

yang berdampak terhadap hak mereka. Misalnya, apabila algoritma 

menentukan rekomendasi produk, harga, akses layanan, atau pemrosesan 

transaksi tertentu, konsumen harus memiliki mekanisme untuk 

memperoleh penjelasan dan melakukan keberatan apabila keputusan 

tersebut merugikan. Kewajiban transparansi ini merupakan bentuk 

penerapan prinsip itikad baik dalam hubungan kontraktual digital serta 

menjadi instrumen pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan 

teknologi oleh platform. (Tamaela & Solichin, 2025) 

Rekonstruksi tanggung jawab perdata juga membutuhkan perubahan 

mekanisme pembuktian dalam sengketa antara konsumen dan platform 

digital. Dalam sistem hukum konvensional, konsumen sering mengalami 

hambatan karena harus membuktikan adanya kesalahan teknis dalam 

sistem AI yang tidak dapat mereka akses. Oleh karena itu, diperlukan 

mekanisme pembalikan beban pembuktian secara proporsional (reversal 

burden of proof) ketika konsumen telah menunjukkan adanya kerugian 

yang berkaitan dengan aktivitas sistem AI platform. Platform sebagai pihak 

yang memiliki kemampuan teknis lebih tinggi harus diberikan kewajiban 
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untuk membuktikan bahwa sistem AI telah dirancang, diuji, dan 

dioperasikan sesuai dengan standar keamanan serta prinsip kehati-hatian. 

Model tersebut akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen dan kepentingan bisnis digital. (Wahyuningsih, 2023) 

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, penerapan model 

tanggung jawab berbasis risiko dapat menjadi dasar pembentukan regulasi 

khusus mengenai tanggung jawab perdata AI di Indonesia. Hukum perdata 

Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada konsep perbuatan melawan 

hukum dan wanprestasi membutuhkan pengembangan konsep yang mampu 

menjawab karakteristik teknologi otonom. Regulasi masa depan perlu 

mengatur kewajiban audit algoritma, standar keamanan sistem AI, 

kewajiban pemberitahuan risiko kepada pengguna, mekanisme kompensasi, 

serta tanggung jawab bersama apabila terdapat keterlibatan berbagai pihak 

dalam pengembangan dan pengoperasian AI. Beberapa penelitian terbaru 

juga menekankan pentingnya model yang menggabungkan tanggung jawab 

ketat untuk risiko tinggi, transparansi algoritma, serta mekanisme 

pemulihan kerugian bagi korban teknologi AI. (Anastasya et al., 2026) 

Rekonstruksi tanggung jawab perdata platform digital dalam 

ekonomi berbasis AI harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum 

yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian integral dari 

tata kelola teknologi. Model risk-based liability menawarkan pendekatan 

yang lebih sesuai karena tidak hanya melihat kesalahan setelah kerugian 

terjadi, tetapi juga menekankan kewajiban pencegahan sejak tahap desain 

dan implementasi sistem AI. Platform digital perlu diposisikan sebagai 

subjek hukum yang memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan 

bahwa teknologi yang digunakan tidak merugikan konsumen.  

 

D.  KESIMPULAN  

Perkembangan teknologi AI telah menciptakan perubahan mendasar 

dalam konstruksi hubungan hukum antara platform digital dan konsumen. 

Platform digital tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai penyedia sarana 
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transaksi, melainkan sebagai aktor hukum yang memiliki kendali terhadap 

sistem teknologi, pengelolaan data, serta mekanisme pengambilan keputusan 

berbasis algoritma.  

Konsep tanggung jawab perdata konvensional yang berbasis kesalahan 

(fault-based liability) memiliki keterbatasan dalam menghadapi karakteristik 

teknologi AI yang kompleks, otomatis, dan sulit ditelusuri. Hambatan 

pembuktian kesalahan, ketidaktransparanan algoritma, serta ketimpangan 

informasi antara platform dan konsumen menyebabkan mekanisme 

perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan keadilan 

substantif. Persoalan akuntabilitas AI menjadi isu penting karena sistem 

teknologi tersebut dapat menghasilkan keputusan yang berdampak terhadap 

konsumen tanpa adanya keterlibatan langsung manusia dalam setiap 

prosesnya.  

Rekonstruksi model tanggung jawab perdata berbasis risiko (risk-based 

liability) sebagai pendekatan yang lebih relevan dalam ekonomi digital berbasis 

AI. Model ini menempatkan platform digital sebagai pihak yang memiliki 

kewajiban preventif untuk memastikan keamanan sistem, transparansi 

algoritma, pengawasan teknologi, serta mekanisme pemulihan kerugian 

konsumen. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian 

kompensasi setelah terjadi kerugian, tetapi juga menekankan kewajiban 

pencegahan melalui tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. 

Penguatan hukum perdata digital di Indonesia perlu diarahkan pada 

pembentukan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan AI tanpa 

menghambat inovasi teknologi. Regulasi masa depan perlu mengatur standar 

tanggung jawab platform, kewajiban transparansi sistem AI, mekanisme 

pembuktian yang lebih proporsional, serta perlindungan konsumen 

berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan.  
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